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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan 

pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar 

upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang 

telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. 

Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional 2021 – 

2024 yang tertuang dalam RPJMN adalah mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan 

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya 

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di 

berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing.  

Pada agenda ke 3 Pembangunan Nasional; meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; sektor kesehatan harus 

fokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan 

semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar 

(Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan 

preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Pembangunan 

Kesehatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat yang 

dinilai melalui beberapa indikator pembangunan kesehatan, diantaranya 

meningkatnya status kesehatan Ibu, anak dan Gizi Masyarakat melalui 

penurunan Angka Kematian Ibu (Target 306/100.000 KH), Angka Kematian 

Bayi (Target 24/1000 KH) dan prevalensi stunting (pendek dan sangat 

pendek) pada anak baduta (Target 28,8%). 
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Sebagai tindaklanjut dalam mendukung pencapaian  Indonesia Sehat,  

dalam implemementasi Rencana Strategis (Renstra)  Dinas Kesehatan 

Provinsi Maluku yang mempunyai visi “Masyarakat Maluku yang mandiri 

untuk hidup sehat dengan Pola Pendekatan Kepulauan”, Bidang  Kesehatan 

Masyarakat merupakan unit yang sangat berperan dalam mewujudkan pilar 

pertama dalam “Program Indonesia Sehat”.  

 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Laporan akutabilitas kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan dan 

menjelaskan berbagai upaya dan capaian kinerja Bidang Kesehatan 

Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2021 

2. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui kegiatan – kegiatan yang didanai melalui APBN dan 

hasilnya 

2) Mengetahui kegiatan – kegiatan yang didanai melalui APBD dan 

hasilnya 

3) Mengetahui capaian target Indikator  dan permasalahan kegiatan   

Kesga dan Gizi Masyarakat 

4) Mengetahui capaian target Indikator  dan  permasalahan kegiatan   

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

5) Mengetahui capaian target Indikator  dan  permasalahan kegiatan   

Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga 

 

C. Visi, Misi dan Strategi  

1. Visi 

Sesuai Paradigma Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, maka 

ditetapkan Visi yaitu : “ Masyarakat Maluku yang mandiri untuk hidup 

sehat dengan Pola Pendekatan Kepulauan” 

2. Misi 

Misi pembangunan kesehatan Provinsi Maluku sebagai suatu arahan 

tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan dalam mendukung Visi, 

maka ditetapkan Misi sebagai berikut:  
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a. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri untuk berperilaku hidup 

bersih dan sehat 

b. Mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, 

terjangkau dan berkualitas berbasis kepulauan 

c. Mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat 

bebas dari penyakit 

d. Mewujudkan Pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya 

Kesehatan Promotif dan Preventif tanpa melupakan kuratif dan 

rehabilitative yang diselenggarakan secara professional. 

3. Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat 

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan 

upaya kesehatan dasar yang berkualitas terutama melalui peningkatan 

jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 

dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan 

dan pembiayaan kesehatan. 

Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 2020-2024 

meliputi:  

a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, KB dan kesehatan reproduksi 

b. Percepatan perbaikan gizi 

c. Peningkatan pengendalian penyakit 

d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat 

hidup sehat 

e. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan  

 

D. Bidang Kesehatan Masyarakat  

1. Sasaran Bidang  Kesehatan Masyarakat 

Sasaran  Bidang Kesehatan Masyarakat adalah  Meningkatnya 

ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu 

bagi seluruh masyarakat.  

2. Tugas dan Fungsi 

Sesuai dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, tugas pokok 
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Bidang Kesehatan Masyarakat adalah menyelenggarakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam melaksanakan tugas, Bidang  Kesehatan Masyarakat 

Provinsi Maluku  menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, 

gizi masyarakat kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat.  

b. Penyusunan  norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan 

kesehatan keluarga, pembinaan gizi  masyarakat,  kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi kesehatan 

dan pemberdayaan masyarakat. 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan 

kesehatan keluarga, pembinaan gizi,  kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;  

e. Pelaksanaan administrasi pemerintah daerah Provinsi Maluku dan 

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian 

Kesehatan RI, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.  

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bidang kesehatan Masyarakat 

yang terdiri dari : 

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 

2) Seksi Kesehatan Lingkungan; Kesehatan Kerja dan Olahraga;  

3) Seksi  Promosi  dan Pemberdayaan Masyarakat.  
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3.   Potensi dan Permasalahan 

Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan 

menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Bidang 

Kesehatan. Angka kematian Ibu  di Provinsi Maluku pada Tahun 2021 

masih tinggi sebesar 114 /100.000 dengan jumlah 70 kasus Kematian 

Ibu. Saat ini akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan 

kesehatan sudah cukup baik, akan tetapi Angka Kematian Ibu masih 

cukup tinggi. Kondisi ini kemungkinan disebabkan antara lain karena 

kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin yang belum 

memadai, sistim rujukan maternal dan naenatal belum optimal, 

kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. 

Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan 

perdarahan post partum, selain itu penyebab karena lain-lain juga 

semakin meningkat. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas 

Antenatal Care dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu 

menskrining kelainan pada ibu hamil sedini mungkin. 

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil 

tidak sehat antara lain adalah, anemia, ibu hamil yang menderita 

diabetes, hipertensi, malaria, dan empat terlalu (terlalu muda <20 

tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya <2 tahun dan 

terlalu banyak anaknya >3 tahun).  

Angka Kematian Bayi di Provinsi Maluku berdasarkan  SDKI  

2017  yaitu 36/1000 kelahiran hidup, pada tahun 2019  berdasarkan 

data rutin dari Kabupaten/Kota adalah 5/1000 KH dengan jumlah 

kematian 238 kasus. Penyebab kematian bayi  tertinggi adalah 

Asfiksia ( 21,8%) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 

19,74%, ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama  masa 

kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan 

adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil 

dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan 

yang mampu melindungi bayi dari infeksi. Untuk usia di atas neonatal 

sampai satu tahun, penyebab utama kematian adalah infeksi 
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khususnya pnemonia dan diare. Ini berkaitan erat dengan perilaku 

hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat.  

Untuk status gizi anak balita , hasil Surveilans Gizi (EPPGM) 

tahun  2018 prevalensi  Stunting sebesar  23,% sedangkan hasil 

Riskesdas 2018 sebesar 34,1%,  hampir semua kabupaten/kota di 

Maluku memiliki prevalensi stunting > 20%. Hal ini berarti stunting 

masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan untuk status gizi 

remaja berdasarkan hasil Riskesdas 2018 prevalensi remaja usia 13-

15 tahun yang pendek dan amat pendek adalah 30% dan pada usia 

16-18 tahun sebesar 33,2%. separuh remaja mengalami defisit energi 

dan sepertiga remaja mengalami defisit protein dan mikronutrien. 

Pelaksanaan UKS  diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah 

mulai dari TK/RA sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan 

wadah untuk mempromosikan masalah kesehatan di sekolah. Wadah 

ini menjadi penting dan strategis, karena pelaksanaan program 

melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit lebih 

besar. UKS harus menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas. 

Peningkatan kuantitas dan kualitas Puskesmas melaksanakan 

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang menjangkau 

remaja di sekolah dan di luar sekolah. Prioritas program UKS adalah 

perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan deteksi dini 

penyakit tidak menular, pendidkan keseahatan dan pembinaan 

lingkungan Sehat.  

Selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia kerja, 

penyakit akibat kerja dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. 

Jumlah yang meninggal akibat kecelakaan kerja semakin meningkat 

hampir 10% selama 5 tahun terakhir. Proporsi kecelakaan kerja paling 

banyak terjadi pada umur 31-45 tahun. Oleh karena itu program 

kesehatan usia kerja harus menjadi prioritas, agar sejak awal faktor 

risiko sudah bisa dikendalikan. Prioritas untuk kesehatan usia kerja 

adalah mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer dan 

penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, selain 

itu dikembangkan Pos Upaya Kesehatan Kerja sebagai salah satu 
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bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan kesehatan kelompok 

pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan pekerja perempuan.  

Perkembangan masalah gizi  di Indonesia semakin kompleks saat 

ini, selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, malah 

kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan 

serius. Selain itu kita hadapi dengan masalah stunting. Stunting 

terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh 

kemiskinan dan pola asuh tidak tepat yang mengakibatkan 

kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan 

berdaya saing rendah sehinggabisa terjebak dalam kemiskinan. 

Upaya kesehatan dengan sasaran usia kerja menjadi sangat 

penting, untuk menciptakan SDM yang berkualitas agar bonus 

demografi dapat menjadi optimal. Pekerja berada pada masa 

reproduktif dan berkontribusi pada pencapaian dan memiliki daya 

ungkit yang tinggi terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi, 

stunting, penyakit menular, penyakit tidak menular, serta 

permasalahan kesehatan masyarakat lainnya. 

Mengingat jumlah populasi penduduk yang sehat lebih banyak, 

dan perlu peningkatan kesehatannya agar terhindar dari penyakit atau 

gangguan kesehatan, maka kementerian kesehatan dalam RPJMN 

2021 – 2024 menetapkan arah kebijakan dan strategi  yaitu untuk 

mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas. 

Sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dapat terwujud 

melalui kegiatan-kegiatan salah satunya adalah kegiatan Promosi 

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang menuju pada 

Peningkatan Pembudayaan Masyarakat Hidup Sehat, melalui 

penguata Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Perjanjian Kinerja  

          Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi 

kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan 

yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia.  Penetapan indikator 

kinerja tahun 2021 yang telah tetapkan  oleh Kementerian Kesehatan RI 

yang tertuang dalam RPJMN 2021-2024 dan kemudian ditindaklanjuti 

dalam RENSTRA bidang kesehatan. 

 

B. Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja Program 

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 

ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, 

program kesehatan masyarakat memiliki kegiatan-kegiatan yang diukur 

melalui 4 indikator sebagai berikut :  

1. Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 

2. Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar 

Sembarangan (SBS) 

3. Persentase  Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 

4. Persentase Kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakan gerakan 

masyarakat hidup sehat   

 

Indikator Kinerja Kegiatan   

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai sejauhmana 

keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. 

Pengukuran kinerja dalapat dilihat dari sandingan target dan capaian kinerja 

dan penyerapan anggaran, semakin tinggi capaian kinerja dan realisasi 

anggaran maka semakin efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan yang 

dilaksanakan. 
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   Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Kesehatan 
Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2021 

 

No
. 

Sasaran 
Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 
Nasional 

Target 
provinsi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Pembinaan 
Gizi 
Masyarakat 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 

Persentase Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan surveilens gizi 
Persentase puskesmas yang 
menyelenggarakan tata laksana gizi 
buruk 
Persentase ibu hamil Kurang Energi 
Kronis (KEK)  
Persentase bayi usia kurang dari 6 
bulan mendapat ASI Eksklusif  

70% 
 

20% 
 
 

14,5% 
 

45% 

50% 
 

10% 
 
 

16% 
 

45% 

2. Pembinaan 
Kesehatan 
Keluarga 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 

Persentase kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan ibu dan bayi baru lahir 
Persentase Kab./Kota yang 
menyelenggarakan persalinan di 
fasilitas pelayanan kesehatan 
Jumlah kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan  pelayanan 
kesehatan balita 
Jumlah kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan anak usia sekolah dan 
remaja 
Jumlah kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan usia reproduksi 
Persentase kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan  pelayanan 
kesehatan lanjut usia  

200 
 
 

89% 
 
 

200 
 
 

150 
 
 
 

200 
 
 

50% 
 

11 
 
 

54% 
 
 

11 
 
 

11 
 
 
 

2 
 
 

40% 
 

3. Pembinaan 
Upaya 
Kesehatan 
Kerja dan 
Olahraga 

1. 
 
 
2. 
 

Jumlah  Kab/Kota yang melaksanakan 
kesehatan kerja  

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 
kesehatan olahraga 

308 
 

308 

4 
 

4 
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4. Penyehatan 
Lingkungan 

1. 
 
 
2. 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 

Persentase desa/kelurahan dengan 
Stop Buang air besar Sembarangan 
(SBS) 
Jumlah kabupaten/kota sehat 
Persentase sarana air minum yang 
diawasi/diperiksa kualitas air 
minumnya sesuai standar 
Jumlah fasyankes yang memiliki 
pengelolaan limbah medis  sesuai 
standar 
Persentase tempat pengelolaan 
pangan (TPP) yang memenuhi syarat 
sesuai standar 
Persentase tempat dan fasilitas  umum 
(TFU) yang dilakukan pengawasan 
sesuai standar 

40% 
 
 

110 
60% 

 
 
 

25 
 
 

38% 
 
 

55% 

30% 
 
 

2 
45% 

 
 
 

25% 
 
 

35% 
 
 

50% 
 
 

5. Promosi 
Kesehatan 
dan 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 

1. 
 
 
2. 
 
 
 

Persentase kabupaten/ 
kota yang menerapkan kebijakan 
gerakan masyarakat hidup sehat  
Persentase  kabupaten/kota 
melaksanakan pembinaan posyandu 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

    Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 

dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah 

ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan 

realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran. Laporan 

kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan 

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja 

adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) 

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

1.  Capaian Indikator  Renstra  

         a. Jumlah Kematian Ibu (AKI) 

Grafik AKI untuk Provinsi Maluku seharusnya tidak bisa dihitung 

karena jumlah kelahiran hidup Maluku belum mencapai 100.000. 

Selanjutnya akan ditampilkan trend jumlah kematian ibu tahun 2017- 

2021.  

Grafik 1. Tren Target dan Capaian AKI di Provinsi Maluku  
Tahun 2017 – 2021 
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   b. Angka Kematian Bayi (AKB) 

Grafik 2. Tren Target dan Capaian AKB di Prov. Maluku Tahun 2017-2021 

 

              Capaian Angka Kematian Bayi di Provinsi Maluku dari tahun            

2016-2020 mengalami naik turun sesuai dengan grafik diatas yaitu  Angka 

Kematian Bayi pada tahun 2017  5 per 1000 KH, kemudian tahun 2018 

meningkat menjadi 6/1000 KH selanjutnya tahun 2019 turun menjadi 

5/1000 KH dan meningkat pada tahun 2020 yakni 6/1000 KH. Pada tahun 

2021 tetap pada angka yang sama yakni 6/1000 KH. Walaupun Angka 

Kematian Bayi pada angka yang sama di tiga tahun terakhir, tetapi harus 

dilihat kembali jumlah kasus kematian,karena hal tersebut merupakan 

wujud kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. 

c. Angka Kematian Balita (AKABA) 

Grafik 3. Trend Capaian AKABA di Provinsi Maluku Tahun 2017 -2021 
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Dari Trend Grafik di atas menunjukan bahwa terjadi penurunan 

kematian anak Balita tahun 2017 s.d 2018, tetapi pada 3 tahun yaitu 20189 

s.d 2021 menunjukan grafik AKABA masih stagnan, hal ini di tunjang 

dengan peningkatan SDM Nakes dan peningkatan pelayanan kesehatan 

yang berkualitas. 

Analisa Keberhasilan Penurunan AKI, AKB dan AKABA 

  Dalam percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di 

Provinsi Maluku dilakukan kegiatan yang dapat meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan ibu dan dan Bayi, antara lain sebagai 

berikut:  

1. Peningkatan kualitas pelayanan ANC di Puskesmas 

2. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan klinis tenaga kesehatan 

tentang tatalaksana penanganan kegawatdaruratan maternal dan 

neonatus serta tatalaksana MTBM dan MTBS   

3. Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan 

dan Pencegahan Komplikasi (P4K)  

4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan 

kelompok Pemerhati Kesehatan Ibu dan Anak di beberapa 

Kabupaten/Kota 

5. Terbentuknya kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di Puskesmas 

6. Terdapat Rumah Tunggu Kelahiran di beberapa Kabupaten/Kota di 

Provinsi Maluku 

7. Pemantapan sistem rujukan dengan pendekatan  Puskemsas Gugus 

Pulau. 

Analisa Kegagalan  

Selain hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, beberapa yang 

menjadi menjadi hambatan:  

1) Belum meratanya jumlah tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil, 

perbatasan, dan kepulauan. 

2) Ketersedian Puskesmas mampu PONED masih sangat minim 

3) Rumah sakit mampu PONEK masih minim 
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4) Masih minimnya ketersediaan dokter spesialis Obgyn, anak dan 

Spesialis anastesi di Kab/Kota 

5) Ketersedian sarana  prasarana , alkes dan obat  di Puskemas masih 

terbatas 

6) Ketersedian sarana transportasi masiih sangat terbatas  di            

daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan menyebabkan 

kesulitan untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. 

7) Pemanfaatan data melalui aplikasi kematian belum maksimal 

8) Budaya dan perilaku masyarakat yang masih mempercayai dukun 

beranak dan lebih memilih bersalinan dirumah. 

9) Masyarakat masih takut ke fasilitas pelyananan kesehatan dikarenakan 

adanya pandemi covid-19 

10) Tingkat pendidikan ibu yang masih rendah  

11) Kurangnya kesiapan WUS sebagai calon pengantin dalam menghadapi 

masa kehamilan karena masih minimnya sosialisasi kesehatan catin 

dan kurangnya kerjasama lintas sektor  

12) Kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota  

dalam menunjang program KIA. 

13) Masih minimnya pemanfaatan JKN di masyarakat 

Alternatif solusi  

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk pencapaian 

persalinan di fasilitas kesehatan sebagai berikut : 

1) Pemenuhan ketersedian SDM kesehatan baik jumlah, distribusi dan 

kompetensi   

2) Tersedianya Puskesmas Mampu PONED di Kabupaten/Kota 

3) Terpenuhinya Rumah Sakit  Mampu PONEK di kabupaten/Kota 

4) Memperkuat kerjasama LP dan LS terkait pelayanan kesehatan 

reproduksi calon pengantin 

5) Tersedianya sarana dan prasarana, alkes dan obat yang memadai  di 

Puskesmas dalam menunjang pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi 

yang berkualitas 

6) Memperkuat data kematian melalui sistem aplikasi kematian (MPDN) 
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7) Audit Maternal Perinatal dan Surveilans kematian lebih diperkuat agar 

bisa dievaluasi penyebab kematiansehingga tidak terjadi penyebab 

kematian yang serupa 

8) Ketersediaan sarana transportasi di darerah DTPK terutama untuk 

rujukan maternal dan neonatal  dengan komplikasi  

9) Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat  melalui 

RSSIB, Buku KIA, Kelas Ibu Hamil, Program Perencanaan Persalinan 

dan Pencegahan Komplikasi (P4K), MMD/SMD, Posyandu Remaja 

dan Desa Siaga. 

10) Perencanaan dan pembiayaan kesehatan Ibu dan anak yang 

memadai dengan dukungan dana APBN, APBD dll. 

11) Memperkuat sosialisasi JKN dan Jampersal di Kabupaten/Kota 

 

     d. Prevalensi Stunting 

                     Grafik 4. Prevalensi Stunting Provinsi Maluku Tahun 2020-2021 
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Data dianggap akurat jika penginputan EPPGBM per kabupaten / kota  ≥ 70 

%. Sehingga prevalensi stunting di Maluku diatas belum bisa menjadi dasar 

analisis situasi prevalensi stunting Maluku tahun 2021. 

Analisa Keberhasilan 

Secara program kegiatan, keberhasilan pemerintah dalam menurunkan 

prevalensi Stunting dapat didukung melalui intervensi konvergensi, yakni : 

1) Intervensi Spesifik 

 Pemberian makanan tambahan pada balita sebesar 77.9 % di tahun 

2021 

 Pemberian makakan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronis  

(KEK) Pada tahun 2021  secara rata-rata di kabupaten/kota cakupan 

ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan telah  mencapaian 

97,5%  diatas   target yang ditetapkan yaitu 80%. 

 Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil  sebanyak  90 Tablet  

 Pemberian ASI  Ekslusif 

 Imunisasi 

 Pemberian ASI sampai 2 tahun  dan Pemberian makanan pendamping 

ASI  yang tepat 

 Pemberian Vitaman  A 

 Pemberian Obat Cacing 

 Pengobatan dan pencegahan penyakit infeksi 

 Pemberian Makanan tambahan pabrikan dan Lokal 

 Pemberian TTD pada Remaja Putri 

 PHBS 

2) Intervensi  Sensitif 

 Meningkatkan ketahanan pangan, pertanian  

 Berkerja sama dengan Dinks PU untuk ketersenian Sarana Air Bersih 

dan Sanitasi  melalui Program PANSIMAS 

 Peningkatan Kepemilikan JKN 

 Pendidikan Kesehatan melalui pelatihan, penyuluhan  

3) Intervensi Pencegahan Stunting pada desa lokus  

4) Kerjasama dengan LP,LS dalam penanggulangan stunting 
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Analisa Kegagalan  

1) Tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada ibu hamil yang 

mengalami defisit komsumsi energi. 

2) Pengetahun Ibu/Keluaraga tentang Tentang Pola Asu dan Pemberian 

Makanan yang tidak  tepat 

3) Sanitasi Lingkungan Tempat Tinggal yang tidak sehat 

4) Masih terbatasanya ketersedian Air Bersih 

5) Kerjasama Lintas sektor dalam Penanggulangan Stunting belum 

optimal 

Alternatif solusi  

Dalam mengatasi hambatan pencapaian kinerja, maka Dinas Kesehatan 

Provinsi Maluku melalui Bidang Kesehatan  Masyarakat pada tahun 2021 

melakukan hal – hal sebagai berikut: 

1) Perbaikan Gizi Seimbang melalui Sosialisasi Pemberian TTD pada 

Remaja dan Isi Piringku kepada anak sekolah dan remaja 

2) Penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronik  

3) Konseling ibu tentang gizi seimbang  

4) Pemberian PMT pabrikan dan lokal 

5) Penyediaan PMT dan tablet tambah darah bumil sesuai jumlah 

sasaran.  

6) Meningkatkan status kesehatan remaja putri yang merupakan calon ibu 

melalui pemberian tablet tambah darah dan pendidikan tentang gizi 

seimbang.  

7) Peningkatan kerjasama LP/LS  dalam mendukung penanggulangan 

stunting  

8) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kreatifitas dalam 

peningkatan pendapatan melalui UKM dll. 

9) Penguatan Inovasi konvergensi percepatan penurunan stunting melalui 

program Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku 
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 2. Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat 

Tabel 2. Target  dan Capaian Indikator  Kinerja Program Kesehatan    

Masyarakat Provinsi Maluku Tahun 2021 

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian  

Meningkatnya 

ketersediaan 

dan 

Keterjangkauan 

pelayanan 

kesehatan yang 

bermutu bagi 

seluruh 

masyarakat 

Persentase persalinan di 

fasilitas pelayanan 

kesehatan (PF) 

89 % 66,03 % 74% 

Persentase kunjungan 

neonatal pertama (KN1) 

88 % 78,26  % 89 % 

Persentase ibu hamil 

Kurang Energi Kronik 

(KEK) *  

14,5% 15% 103% 

Meningkatnya 

pelaksanaan 

pemberdayaan 

dan promosi 

kesehatan 

kepada 

masyarakat 

Persentase Kab./Kota 

yang menerapkan 

kebijakan germas 

27 81 300% 

Persentase Kab./kota 

melaksanakan 

pembinaan posyandu 

aktif 

36% 7,8% 19% 

Meningkatnya 

penyehatan dan 

pengawasan 

kualitas 

lingkungan  

Persentase 
desa/kelurahan dengan 
Stop Buang air besar 
Sembarangan (SBS) 

30% 11% 37% 

Jumlah kabupaten/kota 
sehat 

2 0 0 

Persentase sarana air 
minum yang 
diawasi/diperiksa kualitas 
air minumnya sesuai 
standar 

40% 80,4% 200% 

Persentase fasyankes 
yang memiliki 
pengelolaan limbah 
medis  sesuai standar 

25% 21% 84% 

Persentase tempat 
pengelolaan pangan 
(TPP) yang memenuhi 
syarat sesuai standar 

35% 55,1% 190% 
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Persentase tempat dan 
fasilitas  umum (TFU) 
yang dilakukan 
pengawasan sesuai 
standar 

50% 52,5% 105% 

      

a. Capaian Indikator Program Kesehatan Keluarga 

1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan 

Persalinan di Fasilitas  kesehatan adalah persalinan yang ditolong 

oleh tenaga kesehatan terampil sesuai standar dengan prinsip 

penolong 4 tangan atau lebih dan ditolong di fasilitas kesehatan. Hal 

ini penting, karena sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu dan 

bayi. 

Di tahun 2021, persalinan fasilitas kesehatan sebesar 66,03 %. Data 

tersebut menunjukkan bahwa ditahun  2021, Persalinan  Faskes  

melebihi target Provinsi Maluku (54%) tetapi belum mencapai target 

Nasional/RPJMN (89%).  

 

Grafik 5. Target dan Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2017 – 2021 

 

Trend capaian persalinan di fasilitas kesehatan terlihat 

sebagaimana grafik 5 diatas bahwa PF di Provinsi Maluku pada  

tahun 2017-2020 bersifat fluktuatif. Kemudian pada tahun 2021 

mengalami peningkatan  sebesar 66,03%. 
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Cakupan Persalinan di Faskes Provinsi Maluku Tahun 2021 

dapat ditampilkan pada grafik sebagai berikut : 

 

Grafik 6. Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan  Provinsi Maluku tahun 2021 

   

Grafik diatas menyebutkan sebaran cakupan persalinan di 

fasilitas pelayanan kesehatan dimana sebagian besar Kab./Kota 

sudah mencapai target PF Provinsi yakni 54% dan masih terdapat 2 

(dua) Kab./kota dengan capaian yang belum mencapai target provinsi 

yakni Kab. Seram Bagian Timur (26%) dan Kab. Kep. Aru (46%). 

 

2. Pelayanan Antenatal 

Pelayanan Antenatal di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 

Grafik 7. Cakupan K4 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi    Maluku Tahun 2020 -  2021 

 

Dari gambaran grafik 7 menunjukan bahwa cakupan ibu hamil 
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2020 s.d 2021 mengalami peningkatan terlihat dari 7 Kab./ kota yang 

cakupannya melebihi target Provinsi yakni 70 % dan 4 kabupaten 

kota yang belum mencapai target Provinsi. Adapun capaian K4 

Provinsi Maluku tahun 2021 yakni  78% sudah mencapai target 

provinsi tetapi belum mencapai target nasional yakni 85%. hal ini 

disebabkan karena ada sebagian kabupaten dengan masalah yang 

hampir sama yakni masih minimnya bidan yang tinggal di desa, 

sarana dan prasarana yang belum lengkap di tingkat pelayanan dasar 

serta adanya situasi pandemi yang menyebabkan kunjungan ibu 

hamil ke pelayanan kesehatan dasar menjadi berkurang. 

Analisa Keberhasilan 

Dalam meningkatkan cakupan kunjungan antenatal ke empat 

dilakukan kegiatan antara lain : 

1) Pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali yang 

merupakan salah satu indikator SPM di Kab/Kota 

2) Diadakannya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan 

dalam upaya peningkatan cakupan dan kualtas ANC terpadu dan 

kelas ibu hamil 

3) Tersedianya alat kesehatan pendukung pelayanan antenatal, 

antara lain alat deteksi resiko kehamilan yang terdiri dari 

pemeriksaan HB danTes kehamilan    

4) Ketersediaan dana yang dapat digunakan untuk peningkatan 

cakupan K4, seperti pelacakan ibu hamil dan kegiatan luar 

gedung untuk pemeriksaan ibu hamil dari dana BOK 

5) Peningkatan Sosialisasi Pemanfaatan JKN dan Jampersal 

6) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan 

Analisa Kegagalan  

Selain hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, beberapa hal yang 

menjadi hambatan antara lain :  

1) Pengetahuan ibu hamil dan keluarga yang masih kurang 

2) Faktor budaya setempat masih mempengaruhi  

3) Kondisi geografi yang masih sulit (daerah perairan dankepulauan) 
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4) Masih ada ibu hamil yang masih berpindah – pindah tempat 

pelayanan kunjungan antenatal (dari bidan ke dokter) 

5) Pencatatan dan pelaporan masih belum optimal 

6) Kurangnya pemanfaatan JKN dan Jampersal oleh masyarakat 

7) Kurangnya dukungan lintas sektor, termasuk tokoh masyarakat 

dan tokoh agama dalam memmberikan promosi kesehatan 

terhadap ibu hamil 

 

3. Persalinan Nakes, Kunjungan Nifas 

Berikut adalah cakupan Persalinan Nakes (PN), Kunjungan Nifas (KN) 

provinsi Maluku 2021 yang ditampilkan dalam grafik berikut ini: 

 

Grafik 8. Cakupan Persalinan Nakes (PN) di Provinsi Maluku Tahun 2020 -  2021 

 

Dari Grafik 8 di atas dapat di gambarkan bahwa terjadi 

peningkatan cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes dari tahun 

2020 ke 2021 sebesar 14 %. 

Cakupan Kunjungan Nifas Provinsi Maluku Tahun 2021 dapat 

ditampilkan pada grafik berikut ini : 

 

Grafik 9. Cakupan Kunjungan Nifas (KF) di Provinsi Maluku Tahun 2020 -  2021 
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Dari grafik 9 dapat di gambarkan bahwa terjadi peningkatan 

cakupan kunjungan nifas  sebesar 21 % dari tahun 2020 ke 2021. 

Analisa Keberhasilan 

Dalam meningkatkan cakupan persalinan oleh nakes, persalinan di 

Fasyankes dan kujungan nifas  dilakukan kegiatan yang akan 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan 

reproduksi. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung persalinan di 

fasilitas pelayanan kesehatan antara lain sebagai berikut:  

1) Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil.  

2) Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan 

Persalinan dan  Pencegahan Komplikasi (P4K) 

3) Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali 

(K4).  

4) Pemanfaatan Buku KIA 

5) Pemanfaatan JKN dan Jampersal 

6) Rumah Tunggu Kelahiran 

7) Ketersediaan dana yang dapat digunakan untuk peningkatan 

cakupan K4, seperti pelacakan ibu hamil dan kegiatan luar gedung 

untuk pemeriksaan ibu hamil serta kunjungan nifas dari dana BOK 

8) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan 

9) Penguatan dukungan lintas sektor, termasuk tokoh masyarakat 

dan tokoh agama dalam memmberikan promosi kesehatan 

terhadap ibu hamil dan ibu bersalin. 

Analisa Kegagalan 

Selain hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, beberapa faktor ada 

yang menjadi menjadi hambatan antara lain :  

1) Bila melihat data per Kabupaten/Kota  maka terlihat kesenjangan 

antar kabupaten/kota, dimana ada kabupaten/kota yang 

cakupannya sangat rendah dan ada kabupaten/kota yang 

cakupannya lebih dari target. 

2) Belum meratanya jumlah tenaga kesehatan di daerah-daerah 

terpencil, perbatasan, dan kepulauan.  
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3) Ketersedian Sarana  Prasarana Ruang Bersalin dipuskemas 

masih terbatas 

4) Geografis masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, 

perbatasan, dan kepulauan menyebabkan kesulitan untuk 

mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. 

5) Pemanfaatan Dana JKN dan Jampersal belum optimal di 

Kabupaten/Kota  

6) Budaya Masyarakat yang masih mempercayai dukun beranak 

dan lebih memilih persalinan dirumah. 

7) Masyarakat masih takut ke tempat layanan kesehatan diakibatkan 

adanya pandemi covid 19 

8) Tingkat pendidikan ibu yang masih rendah 

9) Dukungan keluarga dan masyarakat yang masih rendah 

10) Belum ada analisa kualitatif dari pelayanan persalinan. 

Alternatif Solusi 

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk pencapaian  

persalinan nakes, persalinan di fasilitas kesehatan serta kunjungan 

nifas adalah sebagai berikut : 

1) Daerah-daerah dengan kondisi geografis sulit dimana akses ke 

fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kendala. Untuk mengatasi 

kendala tersebut telah ada  pengembangan program Kemitraan 

Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran. Para Dukun 

diupayakan bermitra dengan Bidan dalam hal pengaturan hak dan 

kewajiban sehingga terdapat kejelasan peran dan tugas masing-

masing pihak. Mendorong pemeriksaan kehamilan dan 

pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakan oleh dukun, namun 

wajib dirujuk ke Bidan.  

2) Penguatan pemanfaatan dana Jampersal di kab/ kota Pada tahun 

2020 telah di gelontorkan dana dari pusat melalui mekanisme 

DAK non fisik yaitu Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan 

ruang lingkup kegiatan tranportasi rujukan dan sewa serta 

operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Jampersal masih 
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tetap diberikan dengan penambahan ruang lingkup pembiayaan 

persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu bersalin miskin yang 

tidak mempunyai jaminan persalinan (JKN/KIS, dll). Jampersal ini 

adalah upaya mendekatkan akses ibu hamil ke fasilitas kesehatan 

3) Meningkatkan pengetahuan, dukungan keluarga dan masyarakat 

melalui kegiatan kelas ibu hamil, dan Program Perencanaan 

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta  melakukan 

pendekatan melalui  program Indonesia sehat dengan 

pendekatan keluaraga. 

4) Distribusi buku KIA sampai ke masyarakat dan peningkatan 

pemanfaatan penggunaan buku KIA  

5) Meningkatkan pelayanan kepada bayi ban balita dengan 

menggunakan tatalksana MTBM dan MTBS  

6) Audit Maternal dan Perinatal dan Surveilans kematian Ibu  

7) Kerjasama lintas sektor  seperti  dengan Kementerian Agama 

untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang 

kesehatan reproduksi untuk mendorong calon pengantin 

memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan.  

8) Dukungan Pemda dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan 

 

b. Capaian Indikator Program Gizi 

1. Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)  

Kurangnya asupan energi yang berasal dari zat gizi makro 

(karbohidrat, protein dan lemak) maupun zat gizi mikro terutama 

vitamin A, vitamin D, asam folat, zat besi, seng, kalsium dan iodium 

serta zat gizi miro lain pada wanita usia subur yang berkelanjutan 

(remaja sampai masa kehamilan), mengakibatkan terjadinya kurang 

energi kronik (KEK) pada masa kehamilan, yang diawali dengan 

kejadian ‘risiko’ KEK dan ditandai oleh rendahnya cadangan energi 

dalam jangka waktu cukup lama yang diukur dengan lingkar lengan 

atas (LiLA). 
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Ibu hamil dengan masalah gizi dan kesehatan berdampak 

terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi serta kualitas bayi 

yang dilahirkan. Kondisi ibu hamil KEK berisiko menurunkan kekuatan 

otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya kematian janin (keguguran), prematur, lahir 

cacat, bayi berat lahir rendah (BBLR) bahkan kematian bayi, ibu hamil 

KEK dapat mengganggu tumbuh kembang janin yaitu pertumbuhan 

fisik (stunting), otak dan metabolisme yang menyebabkan tidak 

penyakit menular di usia dewasa. Keadaan KEK pada ibu hamil dapat 

dimonitor dengan melakukan pengukuran LiLA ibu hamil. Ibu hamil 

sebaiknya memiliki lingkar lengan atas lebih dari 23,5 cm pada 3 

bulan pertama kehamilan. Selain membutuhkan energi untuk dirinya, 

ibu hamil juga membutuhkan energi untuk pertumbuhan janin dalam 

kandungannya. 

Data ibu hamil KEK diperoleh dengan membandingkan antara 

Jumlah ibu hamil yang diukur lingkar lengan atasnya (LiLA) dengan 

menggunakan pita LiLA (hasil ukur kurang dari 23,5 cm) dibagi jumlah 

ibu hamil yang diukur LiLA-nya dikali 100%. Di tahun 2017, 

berdasarkan hasil survey Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 

menunjukkan 11,3% sedangkan berdasarkan data Rutin dari 

Kabupaten/Kota  sebesar 22, 81%, dimana angka ini berada di bawah 

target atau sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 

Grafik 10.  Capaian Indiktor Bumil KEK di Provinsi Maluku Tahun 2021 
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Presentase bumil kek di Provinsi Maluku mengalami penurunan 

yakni 16,4% di tahun 2020 menjadi 15% di tahun 2021.  Kabupaten 

Kepulauan Aru menjadi penyumbang tertinggi ditahun 2020 

sedangkan di tahun 2021, Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi 

penyumbang bumil kek tertinggi sebesar 33,3%. 

Analisa Keberhasilan  

Secara program kegiatan, keberhasilan pemerintah dalam 

menurunkan persentase ibu hamil KEK dapat didukung melalui:  

1) Pemberian makakan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi 

Kronis  (KEK) 

2) Pemberian tablet tambah darah pada ibu hami  sebanyak  90 

Tablet (FE3) sebesar 75% 

3) Kegiatan kelas ibu hamil 

4) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan antenatal di puskesmas  

Analisa Kegagalan  

1) Tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada ibu hamil 

yang mengalami defisit komsumsi energi. 

2) Masih rendahnya sistem kontrol Pemberian Makanan Tambahan 

3) Belum terlaksananya secara optimal pemberian dan konsumsi 

tablet tambah TTD ibu hamil akibat pandemi covid, sehingga tidak 

semua ibu hamil melakukan ANC di puskesmas 

4) Kurangnya kesiapan bumil dalam masa kehamilan serta saat 

masih menjadi wanita usia subur dalam kaitan konsumsi gizi dan 

tablet Fe. 

Alternatif solusi  

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku melalui   

Bidang Kesehatan  Masyarakat  untuk meningkatkan konsumsi TTD 

pada Ibu hamil, sebagai berikut :  

1) Sweeping Ibu Hamil 

2) Pemantauan konsumsi TTD ibu hamil melalui kader posyandu 

dan keluarga 
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3) Penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi 

kronik  

4) Konseling ibu tentang gizi seimbang yang terintegrasi di kelas 

ibu.  

5) Penyediaan PMT dan tablet tambah darah bumil sesuai jumlah 

sasaran.  

Meningkatkan status kesehatan remaja putri yang merupakan 

calon ibu melalui pemberian tablet tambah darah dan pendidikan 

tentang gizi seimbang. 

 

c. Capaian Indikator Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Promosi Kesehatan memiliki tujuan meningkatkan perilaku sehat 

individu, keluarga dan masyarakat dan berperan aktif dalam setiap 

gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang 

terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat. 

Dalam meningkatkan penyelenggaraan pemberdayaan dan promosi 

kesehatan kepada masyarakat, telah ditetapkan sasaran strategi yaitu 

Kabupaten/Kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat dan Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif.  

Promosi kesehatan bertanggungjawab dalam pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memudahkan meningkatkan 

pengetahuan kemauan dan kemampuan individu, keluarga dan 

masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) serta 

mendukung gerakan masyarakat untuk hidup sehat (Germas) sesuai 

Inpres no 1 tahun 2017. 

1. Kabupaten/Kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat 

Kabupaten/kota telah memiliki atau menerbitkan kebijakan 

Germas yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berupa Surat 

Keputusan yang mencakup 5 klaster germas yaitu:  

1) Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik 
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2) Klaster Peningkatan Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat 

3) Klaster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi 

4) Klaster Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit 

5) Klaster Peningkatan Kualitas Lingkungan 

Tabel 3 Target dan Capaian Persentase Kab./Kota yang menerapkan 

kebijakan Germas di Provinsi Maluku Tahun 2021  

 

Dalam tabel diatas terlihat capaian persentase Kab./Kota yang 

menerapkan kebijakan Germas yang cukup tinggi yaitu 81 % yang 

mana telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan 

selama masa pandemi 2021, pemerintah secara berkelanjutan 

melakukan kampanye dan edukasi germas yang meliputi 3 aspek, 

yaitu iman (peningkatan kegiatan beribadah mandiri), imun (Olahraga 

dan aktivitas fisik serta konsumsi makanan bergizi) dan Aman 

(Memperhatikan 3 M). 

 

2. Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif. 

Keberadaan Posyandu sangat diperlukan dalam mendekatkan 

upaya promotif dan preventif kepada masyarakat dan pelaksanan 

pemberdayaan masyarakat. Dalam pengembangan dan pelaksanaan 

Posyandu merupakan tanggung jawab lintas sektor di wilayah desa, 

yang disebut Kelompok Kerja Operasional Posyandu. Pokjanal ini 

bertugas untuk melakukan pembinaan administratif, keuangan, dan 

program Posyandu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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Tabel 4.Target dan Capaian Persentase Kab./Kota yang melaksanakan 

posyandu aktif di Provinsi Maluku Tahun 2021 

 

Pada tabel diatas, terlihat capaian persentase Kab./Kota yang 

melaksanakan posyandu aktif di Provinsi Maluku tahun 2021 sangat 

rendah dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 7,8%. Hal ini 

dipengaruhi oleh kondisi pandemic yang melanda yang menyebabkan 

minat orang tua untuk mengunjungi posyandu menjadi berkurang. 

Selain itu beberapa Kabupaten/Kota belum terbentuk Pokjanal 

Posyandu sehingga mempengaruhi Sistem Informasi Posyandu (SIP). 

Analisa Keberhasilan 

Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi upaya pencapain 

kinerja yaitu antara lain : 

 Paradigma pembangunan kesehatan nasional yang 

mengedepankan upaya promotif preventif  

 Pada masa pandemic covid-19, Lintas Program maupun Lintas 

Sektor bekerjasama secara terintegrasi melalui Satgas Covid-19 

melakukan kampanye Gearakan Masyarakat Hidup Sehat 

(Germas) untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 

 Adanya dukungan pimpinan daerah daalam pelaksanaan Germas 

 Beberapa puskesmas aktif melakukan Home visit dan sweeping 

terhadap bayi/Balita yang tidak datang ke Posyandu. 
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Analisa Kegagalan 

Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencapain 

kinerja yaitu antara lain : 

 Kurangnya dukungan Lintas Sektor (Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa) sehingga di beberapa Kabupaten/Kota belum 

membentuk Pokjanal Posyandu. 

 Paradigma yang masih salah bahwa Posyandu adalah UKBM 

sehingga banyak Kepala Desa yang kurang 

mendukung/bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Posyandu. 

 Kondisi pandemi yang menyebabkan berkurangnya minat orang 

tua untuk mengantarkan anak ke posyandu menyebabkan 

pelaksanaan psoyandu tidak maksimal. 

Alternatif solusi  

 Advokasi kepada pengambil keputusan agar Pokjanal Posyandu 

terbentuk sehingga sistem informasi dan koordinasi dan 

pembinaan Posyandu dapat dilaksanakan. 

 Advokasi dan koordinasi agar Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

tetap mendapatkan dukungan sehingga masyarakat terus 

melakukan praktek hidup sehat 

 Perlu regulasi Germas yang masuk dalam sistem yang 

berkelanjutan serta mengoptimalkan peran milenial dalam 

pelaksanaan Germas dan pencapaian Posyandu Aktif. 

 Diperlukan adanya tindak lanjut penguatan dan pembudayaan 

Germas dengan update strategis implementasi Germas di semua 

OPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota 

 Strategi pencapaian Posyandu Aktif dengan peningkatan 

pemanfaatan potensi sumber daya berbasis kearifan local baik 

dana, tenaga serta sosial budaya 

 Petugas Puskesmas diwajibkan hadir satu kali dalam sebulan 

untuk membimbing kader dalam penyelenggaraan Posyandu, 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan, melaksanakan 
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penyuluhan atau konseling, dan menganalisis hasil kegiatan 

Posyandu. 

 

d. Capaian Indikator Program Kesehatan Lingkungan 

Capaian indikator kinerja pada program kesehatan lingkungan 

terdapat 4 (empat) indikator yang telah mencapai target sedangkan 2 

(dua) indikator lainnya belum memenuhi target. Pada Tahun 2021 terjadi 

peningkatan dalam pencapaian Target dibandingkan tahun 2019 hanya 2 

(dua) target Indikator yang tercapai. 

1. Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 

Grafik  11.  Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar    

Sembarangan (SBS) di Provinsi Maluku tahun 2021 

 

Grafik 13 menunjukkan bahwa di Provinsi Maluku Persentase 

Desa/Kelurahan SBS sebanyak 12,4%  Desa dari target sebanyak 246 

Desa Kab/Kota. Persentase Desa Stop BABS terbanyak terdapat pada 

Maluku Tenggara dengan presentase sebanyak  22,4% dari seluruh 

jumlah desa/kelurahan yang ada di Provinsi Maluku. Sebaliknya Kab/Kota 

yang belum memiliki desa/kelurahan SBS adalah Kabupaten Kepulauan 

Aru, Seram Bagian Barat, Buru Selatan dan Kota Tual. 
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2. Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kab/Kota Sehat 

Grafik 12. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kab/Kota 

Sehat di Provinsi Maluku Tahun 2021 

 

Berdasarkan grafik di atas, Pada  tahun 2021 kabupaten/kota di 

Provinsi Maluku belum menyelenggarakan Program Kabupaten/Kota 

Sehat (KKS). Harapannya ditahun 2021 ada 2 (dua) Kabupaten/Kota 

di Provinsi maluku sudah melaksanakan minimal 3 (tiga) tatanan 

wajib Kabupaten/Kota Sehat. 

 

3. Sarana Air Minum yang diawasi/Diperiksa kualitas air minumnya 

sesuai standar 

                   Grafik  13.  Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/Diperiksa 
kualitas air    minumnya sesuai standar 
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Presentasi  Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan 

terdapat 5 kabupaten yang telah mencapai target diatas 45% 

sedangkan 7 Kab./Kota lainnya belum mencapai target. 

4. Jumlah Fasyankes yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis   

sesuai Standar di Provinsi Maluku Tahun 2021 

Grafik 14. Jumlah RS yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis   

sesuai Standar di Provinsi Maluku Tahun 2021 

 

       Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 di Provinsi 

Maluku RS yang melakukan Pengelolaan Limbah medis sesuai 

standar sebesar 21 Rumah Sakit dari target sebanyak 25 Rumah 

Sakit yang ada di Provinsi Maluku. 

5. Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)  yang dilakukan Pengawasan 

Sesuai Standar 

Grafik 15. Presentase Tempat dan Fasilitas Umum yang dilakukan 

pengawasan sesuai standar di Provinsi Maluku 2021 
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Grafik diatas menunjukan capaian Indikator Tempat Fasilitas Umum 

(TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar di Provinsi Maluku 

adalah sebesar 52,5%, dari capaian terhadap target sebesar 50%. 

Kab/Kota yang telah mencapai target dalam Pengawasan terhadap 

Tempat-tempat Umum (TTU) hanya 8 (delapan) Kabupaten/kota, 4 

(empat) kabupaten/kota lain belum mencapai target. 

Analisa Keberhasilan 

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan 

meliputi :  

1) Adanya dana dekon dan DAK untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan kesling.  

2) Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor 

dalam bentuk pertemuan antar stakeholder terkait untuk 

menyamakan persepsi dalam mewujudkan dan mendukung 

pelaksanaan kegiatan kesling.  

3) Pemantauan sistem monitoring yang berkualitas dan akuntabel 

melalui sistem monitoring berbasis Web dan SMS gateway STBM 

dan emonev HSP yang sudah berjalan serta emonev pengelolaan 

limbah fasyankes, emonev KKS, emonev PKAM yang baru saja 

dibangun. 

Analisa Kegagalan 

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan 

kegagalan meliputi :  

1) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan 

lingkungan di Puskesmas dalam melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan terkait kesling serta mutasi petugas yang terjadi di 

daerah.  

2) Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait kesling.  

3) Untuk sistem pelaporan kegiatan yang sudah berbasis elektronik 

(internet) masih belum optimal terkait dukungan jaringan internet 

yang belum stabil di seluruh lokasi.  
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4) Masih minimnya tenaga sanitarian di kabupaten/kota, kecamatan 

maupun puskesmas. 

5) Pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan belum terlibatnya 

multi sektor sehingga perlu memperkuat jejaring kemitraan, dan 

kapasitas SDM.  

Alternatif solusi  

Mengatasi permasalahan dan hambatan yang ada, solusi yang 

dilakukan meliputi : 

1) Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan kesehatan 

lingkungan secara terintegrasi dan terfokus pada daerah sasaran 

yang aktif kepada seluruh pengelola kesehatan lingkungan di 

daerah dalam percepatan pencapaian target indikator kesehatan 

lingkungan.  

2) Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik 

maupun surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah dalam 

rangka implementasi serta monitoring evaluasi data dan 

pelaporan tepat waktu.  

3) Memaksimalkan advokasi kepada pejabat daerah agar diperoleh 

dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan kesling khususnya 

dalam hal pendanaan penyelenggaraan kesehatan lingkungan 

untuk mencapai Indonesia Sehat 2021 - 2024. 

4) Pendampingan dana dekon dan DAK yang optimal untuk 

percepatan capaian kesehatan lingkungan secara menyeluruh.  

 

e. Capaian Indikator Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 

1. Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja 

Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja, adalah : 

a) Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan 

kesehatan kerja. Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja 

adalah puskesmas yang melaksanakan: 
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- Pelaksanaan K3 internal di Puskesmas (identifikasi faktor risiko/  

penggunaan APD/ pengukuran kebugaran jasmani bagi 

petugas)  

- Deteksi dini PM/ PTM/PAK pada pekerja puskesmas  

- Pembentukan/pembinaan POS UKK 

b) Tersedianya surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE) yang 

mendukung pelaksanaan upaya kesehatan di tempat kerja. 

Adanya SK/SE, pedoman/Juknis yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah yang mendukung pelaksanaan program kesehatan di 

tempat kerja.  

c) Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal  

Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal adalah kegiatan 

pembinaan kesahatan kerja dengan melakukan kegiatan advokasi 

sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaan program kesehatan kerja 

seperti GP2SP, atau K3 Perkantoran, atau K3 Fasyankes. 

2. Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan olahraga 

a) Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga adalah 

kab/kota yang minimal 30% Puskesmas di wilayah kerjanya 

melaksanakan kesehatan olahraga yaitu melaksanakan kegiatan : 

- Pengukuran kebugaran ASN /anak sekolah / jamaah haji 

- Pembinaan kelompok olahraga pada masyarakat Ibu hamil, 

Lansia, kelompok olahraga masyarakat 

b) Pengukuran kebugaran jasmani pekerja tingkat kab/kota 

Capaian indikator program kesehatan kerja dan olahraga di 

Provinsi Maluku tahun 2021,secara umum telah mencapai target 

yang ditentukan,  terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 5. Target dan Capaian  Indikator kenerja Kesehatan Kerja 

dan Olahraga Provinsi Maluku tahun 2021 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Tahun 2021 Capaian    

(%) Target Realisasi 

Peningkatan 

Kesehatan 

Kerja & 

Olahraga 

Jumlah Kabupaten / 

Kota yang 

melaksanakan 

Kesehatan Kerja  

4 5 125 

Jumlah Kabupaten / 

Kota yang 

melaksanakan 

Kesehatan Olahraga 

4 4 100 

 

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa terdapat  4 kabupaten/Kota   

yang  telah mencapai  target (Kota Tual, Kab. Maluku Tengah, 

Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Buru dan Kota Ambon), 

Sedangkan yang belum mencapai target  yaitu 6 Kabupaten/Kota 

(Kab. Maluku Tenggara, Kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Barat 

Daya, Kab. Kepulauan Aru, Kab.Kep.Tanimbar, Kab. Seram 

Bagian Barat). 

Analisis Keberhasilan  

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan 

meliputi : 

1) Beberapa Kab./Kota telah memiliki petugas khusus pengelola 

kesehatan kerja dan olahraga dan sudah terorientasi sampai ke 

Puskesmas 

2) Koordinasi dan sinergitas dilakukan melibatkan lintas program dan 

lintas sector terkait pada kegiatan yang dilakukan. Kegiatan 

terintegrasi dengan lintas program sehingga memudahkan dalam 

pencapaian target. Selain itu perencanaan yang baik telah 

dilakukan di awal sebelum kegiatan sehingga daerah mudah 

memahami kegiatan yang akan dilaksanakan. Menu-menu 

kegiatan yang akan dilakukan diberikan oleh provinsi kepada 

Kab/kota sehingga daerah lebih fokus dalam melaksanakan 
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kegiatan. Setiap rapat koordinasi dibahas capaian yang telah 

dilakukan dan diberikan penghargaan dengan memaparkan 

keberhasilannya, bagi daerah yang rendah capaiannya dilakukan 

pendampingan intensif.  

3) Koordinasi kebugaran jasmani Jemaah haji, dalam pelaksanaan 

sudah dilakukan dengan melibatkan lintas sektor yaitu Kanwil 

Kemenag di tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama 

untuk memudahkan perolehan data dan pelaksanaan pengukuran 

kebugaran jasmani calon jamaah haji.  

Analisis Hambatan/Kegagalan 

Permasalahan terkait dengan program kesehatan Kerja dan Olahraga 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Terdapat perbedaan persepsi terkait Defenisi Operasional Indikator 

kesjaor 

2) Kompetensi pengelola program di tingkat kab.kota dan puskesmas 

3) Terbatasnya koordinasi dan kolaborasi LS/LP dalam pengembangan 

kesehatan kerja dan olahraga 

4) Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu yang tidak singkat 

hingga terbentuk pos UKK 

5) Rendahnya partisipasi pengisian data melalui aplikasi pencatatan dan 

pelaporan dikarenakan  

Analisis Solusi 

Adapun alternatif pemecahan yang dapat ditempuh untuk mengatasi 

permasalahan Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Maluku meliputi : 

1) Adanya penanggungjawab tetap program Kesehatan Kerja dan 

Olahraga pada Dinkes Kabupaten dan Puskemsas 

2) Pelaksanaan ToT Kesehatan Kerja  dan Olahraga di tingkat Pusat, 

Pelatihatn di tingkat provinsi dan Kab./Kota yang berkesinambungan 

dan terstruktur 

3) Optimalisasi dana dekonsentrasi 

4) Terbangunnya jejaring  dengan LS/LP dalam berkoordinasi dan 

bersinergi terkait program kesehatan kerja dan olahraga. 



   

 

41 

 

5) Perlu adanya koordinasi yang baik antara pengelola program kab/kota 

dengan Kemenag Kab/Kota. 

6) Sistim pelaporan Program kesehatan kerja dan olahraga lebih 

dimaksimalkan baik dari puskesmas ke kabupaten maupun dari 

kabupaten ke provinsi dan pusat  

7) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

dan Kab/Kota dalam rangka pelatihan bagi petugas yang mengelola 

kegiatan Keseahatan Kerja dan Olahraga  sesuai dengan kebutuhan 

Kab/kota dan petugas  yang sudah dilatih tidak dipindahtugaskan 

selama ± 2 tahun. 

8) Dinas Kesehatan Kab/kota melakukan  bimbingan teknis untuk 

memantau pelaporan atau mencari alternatif permasalahan yang 

terjadi di puskesmas. 

9) Pengelola Program di Kabupaten/Kota perlu melakukan sosialisasi 

KesehatanKerjadan Olahraga di tingkat Puskesmas. 

10) Kab/Kota perlu mengalokasikan dana APBD untuk program kesehatan 

kerja dan olahraga. 

11) Puskesmas melakukan koordoinasi dan advokasi ke pemerintah Desa 

untuk mendapatkan dukungan alokasi dana Desa dapat menunjang 

program Kesehatan kerja dan olahraga bagi masyarakat. 
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B .  Realisasi Anggaran 

Program/kegiatan  pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dalam 

mendukung  pencapaian  indikator kineja   bersumber dari dana APBN dan 

APBD.  Anggaran yang bersumber dari APBN  dana APBD dengan rincian 

sebagai berikut :  

Tabel  8. Realisasi Kegiatan Bidang Kesmas Bersumber Dana APBN  

               Tahun 2021 

No Program/Kegiatan Alokasi Pagu Realisasi % 

APBN 

1 
Pembinaan Gizi 
Masyarakat 

422.648.000 406.236.400 84 

2 
Pembinaan Kesehatan 
Keluarga 

367.325.000 338.355.000 53 

3 
Promosi Kesehatan dan 
Perberdayaan 
Masyarakat 

441.000.000 426.000.000 96 

4 Penyehatan Lingkungan  143.757.000 114.097.398 79 

5 
Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

106.924.000 57.082.600 53 

6 

Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya pada 
Program Pembinaan 
Kesehatan Masyarakat 

112.170.000 101.749.200 90 

 TOTAL 1.593.824.000 1.443.520.598 90 

APBD 

1 
Pembinaan Gizi 
Masyarakat 

13.430.941.782 10.666.743.869 90 

2 
Pembinaan Kesehatan 
Keluarga 

684.669.896 660.877.896 96 
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3 
Promosi Kesehatan dan 
Perberdayaan 
Masyarakat 

1.476.069.164 1.116.940.200 75 

4 Penyehatan Lingkungan  1.167.295.232 499.169.292 42 

5 
Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

118.351.435 89.130.500 75 

 TOTAL 16.877.327.509 13.032.861.757 77 
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BAB  IV 

KESIMPULAN 

 

1. Pencapaian Indikator Kinerja (IK) Bidang  Kesehatan Masyarakat di Provinsi 

Maluku  Tahun 2021 sebagai berikut : 

a. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 149/100.000 kelahiran hidup   dari  

target  230/100000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) 

sebesar 6/1000KH  dari target  21/1000 KH 

b. Prevalensi Balita Stunting berdasarkan data rutin yang dilakukan di 11 

Kabupaten/ Kota mencapai 10,2%  

c. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) dengan capaian 66% dari 

target 89%, bila bandingkan dengan terget kinerja belum tercapai..  

d. Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) berdasarkan laporan 

Rutin dari Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 15%.  

e. Persentase Kab./Kota yang menerapkan kebijakan Germas cukup tinggi 

yaitu sebesar 81%, mencukupi target 30%  

f. Persentase Kab./Kota yang melaksanakan posyandu aktif sangat rendah 

dari target yaitu hanya sebesar 7,8% 

g. Persentasi Sarana Air minum yang diawasi telah mencapai target yaitu 

40% 

h. Jumlah Kab./Kota yang melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga 

sebanyak 4 Kab./Kota, yang artinya sudah mencapai target yang 

ditetapkan. 

2. Pencapaian Indikator tersebut dilaksanakan di tingkat Puskesmas, di mana 

Pusat dan Provinsi  berperan untuk memastikan indikator tersebut berjalan 

sebagaimana mestinya melalui dukungan dari tahap perencanaan 

berdasarkan pelaksanaan (sosialisasi, orientasi, refreshing) dan monitoring 

evaluasi sekaligus pembiayaan.  

3. Untuk analisa penghambat, beberapa point yang perlu digaris bawahi adalah 

belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi satu pintu dan 
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masih berjalan berdasarkan program masing-masing, selain itu adanya 

perubahan perangkat organisasi dan tata kelola berakibat pengelola program 

perlu belajar memahami kembali tiap indikator tersebut.  

4. Alternatif solusi yang dapat diberikan, antara lain memaksimalkan pembinaan 

penyelenggaraan program dan terfokus pada daerah sasaran serta seluruh 

pengelola kesehatan di daerah dalam percepatan pencapaian target indikator 

program serta memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik 

maupun surat menyurat kepada seluruh Kabupaten/Kota dalam rangka 

implementasi serta monitoring evaluasi data dan pelaporan tepat waktu.  

5. Bila dibandingkan dengan kinerja program yang di representasikan melalui 

pencapaian  Indikator Kinerja masih ada yang belum mencapai target. 

6. Dalam pencapaian indikator kinerja program kesehatan masyarakat berbagai 

tantangan/kendala yang menyebabkan pencapaian belum mencapai target, 

namun dengan tantangan tersebut bisa menjadi peluang  dan sebagai 

kekuatan untuk meningkatkan kinerja bidang dalam mencapai target.  

7. Pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target indikator  tersebut berada di 

level Puskesmas dan Kabupaten/Kota, sehingga membutuhkan koordinasi 

dan sosialisasi program yang komprehensif, berkesinambungan antara 

pengelola program di pusat dan di daerah serta komitmen yang tinggi dari 

pengelola program serta lintas sektor dalam mendukung keberhasilan 

program Kesehatan Masyarakat. 

 

 

 


	Grafik  13.  Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/Diperiksa kualitas air    minumnya sesuai standar

